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LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori
2.1.1. Perlindungan Hukum Bagi Anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan imtuk menciptakan
kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi
perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.?
Perlindungan anak merapakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu
masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam dalam
berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum merupakan
jaminan bagi perlindungan anak. Aris Gosita mengemukakan bahwa kepastian
hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan
mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak dinginkan
dalam pelaksanaan perlindungan anak.’

Selanjutnya perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya
hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and
freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan
kesejahteraan anak. Tetapi dalam hal ini masalah perlindungan hukum bagi anak
tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan
mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang

layak seperti warga negara lainnya. Makin meningkatnya. suasana kekerasan dan

® Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2008, hal. 33.
% Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Prassindo, Jakarta, 1989, hal. 19.
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ketidaktentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di dalam suatu
kota/wilayah akan menempatkan anak-anak dalam risiko yang sangat gawat. Di
mana dia tidak lagi merasa aman bermain bersama anak-anak lainnya. Karena
secara tidak langsung mengakibatkan kemerdekaan si anak menjadi terampas.
Dengan demikian hal tersebut di atas, dewasa ini mengakibatkan
banyaknya anak yang melakukan kejahatan yang merisaukan masyarakat terlebih
lagi apabila si anak sampai melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana.
Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa sistem pertanggung jawaban pidana anak
(termasuk pemberian tindakan) pada dasarnya masih sama dengan sistem
pertanggungjawaban orang dewasa yaitu berorientasi pada si pelaku secara
pribadi/individual. Penerapan prinsip ini kepada anak masih perlu dikaji, karena
anak belum dapat dikatakan sebagai individu yang mandiri secara penuh. Oleh
karena itu penerapan prinsip umum ini harus dilakukan hati-hati dan selektif,
dengan rnengingat tingkat kematangan/kedewasaan setiap anak adalah berbeda.
Tentu masalah anak lebih merupakan masalah struktural. Terlebih karena sifat
kekurangmandirian dan ketergantungan si anak, maka anak yang melakukan
kenakalan atau kejahatan sebenarnya adalah "korban lingkungan”, oleh karena itu
sepantasnya dikembangkan pemikiran/gagasan/strategi  pertanggungjawaban
struktural/fungsional artinya pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk
mempertanggung jawabkan dan membina si anak sebagai pelaku kejahatan.
Melainkan hal ini juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan monbina
(melakukan treatmen) si anak sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi
untuk mempertanggungjawabkan dan membina/mencegah pihak-pihak lain yang

struktural/ rungsional mempunyai potensi dan kontribusi besar untuk terjadinya
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kejahatan/tindak pidana yang dilakukan si anak.
2. Pengertian Tentang Anak.
Mengenai pengertian anak ini penulis akan memberikan pengertiannya
dari berbagai sadut pandangan ilmu hukum seperti: Hukum Pidana
1. Hukum Pidana
2. Hukum Perdata
3. Hukum Adat
4. Hukum Islam
5. Hukum Perburuhan
6. Pasal 1 Convention On The Rights of The Child
7. UUNo. 1 Tahunl974.
8. UUNo.4Tahunl979
9. UUNOo.3Tahunl997
10. UUNo. 39Tahunl999
11. UUNo. 23 Tahun2002
12. Yurisprodensia®®
ad.1l. Hukum Pidana
Mengenai ketentuan batasan umur yang digolongkan belum dewasa
diindentikkan dengan pengertian masih di bawah umur, dimana secara defenitif
KUH Pidana tidak ada membenkan apa yang dimaksud dengan wanita di bawah
umur tersebut.*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 45,

9 Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, PT. Grasindo,
Jakarta, 2009, hal. 1
11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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46 dan 47 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu
dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa

adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

ad.2. Hukum Perdata

Mengenai pengertian di bawah umur dalam KUH Perdata secara terperinci
tidak ada ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini
juga diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian
belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam pasal 330
KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut dinggap belum dewasa adalah

mereka yang belum berumur 21 tahun.*?

ad.3. Hukum Adat

Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah
dewasa. Karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada
beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat,
dimana sarjana tersebut adalah seperti: Ter Haar yang mengatakan:
Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum ada di dalam persekutuan-
persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan
apabila ia sudah kawin dan di samping itu telah meninggalkan rumah orang
tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah
tangganya sendiri.*?

Jadi berdasarkan pendapat sarjana tersebut maka dapat kita simpulkan

12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
13 Ter Haar, Azas-Azas Hukum Adat, Armico, Bandung, 1984, hal. 47.
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bahwa yang dimaksudkan anak atau seseorang yang belum dewasa atau yang
masih di bawah umur adalah apabila mereka belum kawin, belum pernah pindah

dari rumah orang tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri.

ad.4. Hukum Islam.

Berapa usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam
ketentuan Hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut Hukum Islam bahwa
yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum agqil baligh,
dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi
dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang wanita dikatakan
belum dewasa atau masih di bawah umur adalah belum haid (mesntruasi).**

Jadi Hukum Islam tidak ada menentukan umur berapa seseorang itu
dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur.
ad.5. Hukum Perburuhan

Anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas)
tahun kebawah dan belum pernah menikah.
ad.6. Pasal 1 Convention On The Rights of The Child

Anak diartikan sebagai setiap orang dibawab usia 18 tahun, kecuali
berdasarkan hukum yang berlaku tehadap anak, kedewasaan telah diperoleh
sebelumnya.
ad.7. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa

batas usia seseorang itu belum dewasa, hanya saja Undang-Undang tersebut

% 1bid, hal. 48.
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dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah
berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Jadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas
seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun
bagi seorang wanita.

Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka
dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan anak adalah seseorang yang
belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan
apabila ia sudah kawin keniudian cerai maka ia juga sudah dianggap dewasa

(mampu untuk bertanggung jawab).

ad.8. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum

pernah kawin.

ad.9. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

Anak dalam UU No.3 Tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat ( 2 ) yang
berbunyi: "Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan
belum pernah menikah".

Di dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut:
Pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sarnpai dengan 18
(delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin,

artinya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan bercerali,
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apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena
perceraian oleh karena itu si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya

belum genap 18 (delapan belas) tahun.

ad.10. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun (delapan belas)
tahun dan belum menikah termasuk anak yang asih dalam kandungan apabila hal

tersebut adalah demi kepentingannya.

ad.11. Undang-Undang No.23 Tahun 2002

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlmdungan anak,
mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berisi bahwa anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga
anak yang masih dalam karidungan. Jadl apabila seseorang itu belum mencapai

batas usia kedewasaan tersebut, maka seseorang itu masih dibawah umur.

ad.12. Yurisprodensia

Batasan usia yang sudah ditentukan oleh hakim terdahulu terhadap
masing-masing daerah. Misalnya wilayah Jakarta 15 Tahun sudah dianggap
dewasa, wilayah Bali 12 s.d. 13 Tahun sudah dewasa. Seorang anak dewasa
umumnya dapat beertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat
dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal
tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggungjawabkan

kepadanya segala akibat dari perbuatannya.
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2.1.3. Hak-Hak Dan Kewajiban Anak

Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari
esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia,
anak adalah generasi penerus eita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu
pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang
berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga
mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini di
masa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong
belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya
yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut haras pembenahan di
bidang pendidikan, sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para
generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih,
dan selalu mengalami perubahan setiap saat.®

Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi
dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut :*®
a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4). Hak
ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2)

Undang-Undang Dasar 194 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam

1> Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2003, hal. 21.
18 pasal 4 s.d Pasal 18 UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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Konvensi Hak-Hak Anak.

b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan
status kewarganegaraan. (Pasal 5). Oleh karena para orang tua harus
memberikan nama yang layak dari segi ueapan dan maknanya, demikian juga
jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartride,
karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.

c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesuai dengan tingkat keeerdasan dan usianya, dalam bimbingan
orang lira. (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka
memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan
kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya)
sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang
pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.

d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh
oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak
untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya, agar tidak terjadi
keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua
kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya,
dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.
Sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai
dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang
dianut anak.

e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).
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f.  Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan
bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh
pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga
berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9).

g. Setiap anak berhak menyatakan dan diderigar pendapatnya, ffienefima,
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan
usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan
kepatutan. (Pasal 10).

h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul
dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan
tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).

i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan
sosial, dan pemeliharaan taraf kesejallteraan sosial (Pasal 12). Hale ini
dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat
kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

J. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi,
eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan,
ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya. (Pasal 13). Perlakuan
diskriminasi misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, rasa,
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak,
urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi,

misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras
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anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan niengabaikan
dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak
sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau
perbuatan secara zalim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada
anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukasi
dan/atau raencederai anak, dan tidak semata-mata ftsik, tetapi jtiga mental
dari spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan
antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak
senonoh kepada anak.

k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada
alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan
tefakhir. (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan
hubungan anak dengan orang tuanya.

1. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalah gunaan
dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam
sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam
peristiva yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam
peperangan. (Pasa; 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan
yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang
membahayakan anak secara fisik dan psikis.

m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,
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penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh
kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16).

n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan
secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa,
memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap
tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh
keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam
sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban
pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan.
(Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa
bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari
alih bahasa.

0. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18). Bantuan dalam
hal ini termasuk bantuan medikk, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan
pendidikan.

Selain itu mengenai hak-hak anak dapat di lihat pula dalam ketentuan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, secara khusus disebutkan dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66.
Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut ini:*’

a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat
dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya

hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam

7 pasal 52 s.d. Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
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kandungan.

b. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup mempertahankan
hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, Setiap anak sejak kelahirannya
berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

c. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan,
pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin
kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa
percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

d. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah
bimbingan orang tua dan atau wall.

e. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan
diatur oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal orang tua anak tidak mampu
membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan
undang-undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai
anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f.  Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan,
dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak berhak
untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan
pengadilan apabila kedua orang tua meninggal dunia atau karena suatu sebab
yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

g. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala
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bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan
pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau
pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

h. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara
bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan
aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan
berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh
undang-undang.

i. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan dirinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat
kecerdasannya. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan
informasi  sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi
pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan
kepatutan.

J.  Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain,
berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat
kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

k. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan
sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

I.  Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan,
sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung
unsur kekerasan.

m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi
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ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat
mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental
spiritualnya.

n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi
dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai
bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

0. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan,
aatu penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Peniadaan hukuman mati
atau hukuman seumur hidup untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-
anak. Selain itu setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara
melawan hukum. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya
boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat
dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Selanjutnya setiap anak yang dirampas
kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan
memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan
harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Serta
setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum
atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang
berlaku. Akhirnya setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang
objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Demikian pemaparan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam
kedua undang-udang yang berkarakteristik humanisme atau kemanusiaan tersebut.

Di mana kedua undang-undang tersebut dapat saling melengkapi. Meskipun
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sebagian dari isi pasal-pasal tersebut terjadi overleping (bertumpang tindih) antara

kedua undang-undang tersebut.

2.1.4. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Sebenamya berbicara mengenai aspek tanggung jawab orang tua
terhadap anak, ada kecenderungan lebih banyak mengarah kepada sisi perdata dari
pada pidananya. Untuk mengungkapkan mengenai seluk beluk tanggung jawab
orang tua terhadap anak dapat ditelusuri dalam beberapa ketentuan perundang-
undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas).

Masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam
Pasal 45,47, dan 49. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka

sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana
berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam
masalah pemeliharaan dan pendidikan. Karena kedua hal ini sangat urgen bagi
seorang anak terutama menyangkut masa depan anak-anak tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum

pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang

tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum
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di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam
masalah perbuatan hukum (law action) baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Karena kepentingan urasan ini tidak mungkin dapat dipahami oleh seorang anak,
dan tidak mungkin mereka mampu melaksanakannya kalau tidak dibantu oleh
orang tuanya.

Akhirnya disebutkan dalam Pasal 49 yang berbunyi:

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya
terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas
permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam "aris lurus ke
atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang
berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

a. la sangat melalaikan kewajjbannya terhadap anaknya;
b. la berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap
berfcewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak
tersebut.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam
masalah pembiayaan hidup anak (cost of living). Meskipun kekuasaan orang tua
telah dicabut dalam masalah pemeliharaan anak tersebut.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang
dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak disebutkan dalam Pasal 26, isinya sebagai berikut:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. Menumbuhkembangkan, bakat dan minatnya; dan
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

(2) Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya,
atau karena sesuatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan
tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada
keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraruran
perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan
dan kehidupan anak yang berorientasi agar mereka memperoleh keadaan yang
lebih baik dan mampu mencapai kehidupan yang mapan.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang
dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan
bahwa: "Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan
pendidikan dasar kepada anaknya".

Pasal ini menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan
kehidupan anak agar menjadi terdidik dan berkualitas dalam rangka mencapai
kemajuan dan perkembangan pada diri sendiri dan mampu mengabdi kepada nusa

dan bangsa.

2.1.5. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana disebut "penganiayaan".*® Dibentuknya pengaturan tentang
kejahatan terhadap tubuh manusia ini dutujukan bagi perlindungan kepentingan
hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau
bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka
yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai
berikut "perilaku yang sewenang-wenang". Pengertian tersebut adanya pengertian
dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut "perasaan™ atau "batiniah™.

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu

'8 Salahudin, Op.Cit.
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sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Masuk pula dalam
pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang". "perasaan
tidak enak™” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup. "rasa
sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul. "luka" misalnya mengiris,
memotong, menusuk dengan pisau. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang
tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk
angin.*

2.1.6. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

1. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok
atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya
semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan
ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan
biasa, yakni:

a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun
kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua
tahun delapan bulan atau denda sebayak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1)

b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman
njara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2)

c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman
penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3)

d) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

a) Adanya kesengajaan

b) Adanya perbuatan

c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka

19 Hasan Wadong Maulana, Op.Cit, 70.
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pada tubuh.
d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya
2. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan
ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau
denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356,
dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau
pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang
melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau
yang ada dibawah perintah.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu
penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk
melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur penganiayaan ringan,
yakni:

a)  Bukan berupa penganiayaan biasa

b)  Bukan penganiayaan yang dilakukan

1.  Terhadap bapak atau ibu yang sab, istri atau anaknya

2. Terhadap pegawai negri yang sedang dan atau karena menjalankan
tugasanya
yangsah

3. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk
dimakan atau diminum

c) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

jabatan dan pencaharian
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3. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu
betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang.

Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu
merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau
pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu
pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini
semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa. Menurut Pasal
353 KUHP ada 3 macam penganiayanan berencana, yaitu:

a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum denhan
hukuman selama-lamanya 7 (rujuh) tahun.

c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan
hukuman selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.
Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu
sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi
penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat
a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam
suasana batin yang tenang.

b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai
dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga
dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:

1. Resiko apa yang akan ditanggung.
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2. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat
untuk melaksanakannya.
3. Bagaimana cara menghilangkanjejak.
c) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan
suasana hati yang tenang.
4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau
dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan
dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya.

Unsur-unsur  penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan),
Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya
(luka berat)

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini
harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan
pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

a) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan
sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.

b) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau
pencaharian.

¢) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra.

d) Kekudung-kudungan

e) Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu.

f) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam
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kandungan.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:
a) Penganiayaan berat biasa (ayat 1)
b)  Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)
5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Tindak Pidana ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan
gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 353 ayat 1) dan penganiayaan
berencana (Pasal 353 ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini haras terjadi secara
serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berat
maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berat
berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesenganjaannya ditujukan
pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika

kesenganjaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

2.1.7. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan
Berdasarkan pengertian tindak pidana diatas maka rumusan penganiayaan
memuat unsur-unsur sebagai berikut:
a. Unsur kesengajaan.
b. Unsur perbuatan.
¢. Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu :
d. Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku.
Untuk lebih memperjelas tindak pidana penganiayaan sebagaimana terurai

diatas, berikut ini akan diuraikan makna dari masing-masing unsur tersebut.

20 Salahudin, Op.Cit.
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a. Unsur Kesengajaan.

Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan
secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai
kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana
penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (opzet aha olmergk),
maka seorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila
orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka
pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada
perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh.

Walaupun secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan
harus ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal-hal
tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan sebagai
kesengajaan sebagai kemungkinan.

Namun demikian penganiayaan itu bisa ditafsirkan sebagai kesengajaan
dalam sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada
adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya dimungkinkan
penafsiran secara luas unsur kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai maksud,
kesengajaan sebagai kemungkinan bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya
dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatan itu haruslah
pada tujuan pelaku.

b. Unsur Perbuatan.
Yang dimaksud perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam

arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan
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dari manusia dengan menggunakan (sebagaian) anggota tubuhnya sekalipun
sekecil apapun perbuatan itu.

Selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan
juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk
perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Unsur akibat yang berupa rasa sakit atau luka tubuh.

Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai
terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderiataan.

Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari
tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari
keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, Perubahan rupa itu misalnya
lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh
dan sebagainya.

Unsur akibat - baik berupa rasa sakit atau luka - dengan unsur perbuatan
harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang
berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan
akibat mi, maka tidak akan dapat dibuktikan dengan adanya tindak pidana
penganiayaan. d. Akibat manayang menjadi tujuan satu-satunya.

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana
penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah
merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya memang pelaku menghendaki
timbulya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya.
Jadi, untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada

tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku.
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Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan menjadi tujuan
dari pelaku tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut,
maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan.

Penganiayaan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum
berupa tubuh manusia. Bi dalam JtUHP terdapat ketentuan yang mengatur
berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh
manusia.

Dalam KUHP tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi beberapa
bagian yaitu sebagai berikut: a. Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam
pasal 351 KUHP
b. Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP
c. Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP
d. Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP
e. Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP
f. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur

dalam pasal 356 KUHP

2.2. Kerangka Pemikiran

Permasalahan tindak pidana penganiayaan terhadap anak selama ini terus
menerus menjadi pembahasan dan hal ini tidak terlepas dari korban yang dapat
ditimbulkannya. Jadi permasalahan tindak pidana penganiayaan terhadap anak
tidak hanya pembahasan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap
anak. akan tetapi terkait juga dengan pembahasan terhadap korban tindak pidana

itu sendiri.
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Berbicara tentang tindak pidana dalam pembahasanya terkait dengan
pelaku dan korbannya, menjadi objek kajian khusus kriminologi. Victimologi
sebagai bagian dari kriminologi merupakan ilmu dengan pembahasan dari sudut
korban terhadap suatu peristiwa tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

Kedua disiplin ilmu tersebut sangat memberikan kontribusi besar dalam
usaha pembangunan hukum khususnya hukum pidana. Melalui objek kajian kedua
disiplin ilmu ini diharapkan kontribusi kajiannya memberikan bentuk pada
kebijakan pembangunan hukum pidana yang berorientasi pada nilai keseimbangan
sebagai ide dasarnya, yakni salah satunya keseimbangan antara
perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan
korban tindak pidana. Jika di lihat pada hukum pidana yang dipergunakan selama
ini baik itu hukum pidana materiel (KUHP) dan hukum pidana formil (KUHAP)
sebagai peraturan induk hukum pidana di Indonesia, maka secara substansi yang
menjadi sorotan utama selama ini adalah menyangkut perlindungan/kepentingan
pelaku tindak pidana (offenders). Sedangkan terkait dengan hukum pidana khusus
walaupun  secara  substansi ada  perkembangan  untuk  menyoroti
perlindungan/kepentingan korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak,
akan tetapi pada fenomenanya kerap kali masih timbul kekecewaan dari pihak
korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak khususnya menyangkut korban
tindak pidana yang dilakukan di bidang medis, oleh karenanya dalam hal ini perlu
dilakukan pembenahan konsep perlindungannya.

Pembenahan konsep perlindungan terhadap korban tindak pidana
penganiayaan terhadap anak ini pada dasarnya adalah untuk bisa menentukan

kebijakan yang tepat agar tercapai niiai keadilan, kemanfaatan dan kepastian
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hukum vyaitu tidak hanya bagi pelaku tindak pidana (offenders) akan tetapi juga
bagi korban tindak pidana dalam pengaturannya. Permasalahan tindak pidana
penganiayaan terhadap anak selama ini terus menerus menjadi pembahasan dan
hal ini tidak terlepas dari korban yang dapat ditimbulkannya. Jadi permasalahan
tindak pidana tidak hanya pembahasan terhadap pelaku tindak pidana
penganiayaan terhadap anak, akan tetapi terkait juga dengan pembahasan terhadap
korban tindak pidana itu sendiri.

Jika di lihat pada hukum pidana yang dipergunakan selama ini baik itu
hukum pidana materiel (KUHP) dan hukum pidana formil (KUHAP) sebagai
peraturan induk hukum pidana di Indonesia, maka secara substansi yang menjadi
sorotan utama selama ini adalah menyangkut perlindungan/kepentingan pelaku
tindak pidana (offenders). Sedangkan terkait dengan hukum pidana khusus
walaupun  secara  substansi ada  perkembangan  untuk  menyoroti
perlindungan/kepentingan korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak,
akan tetapi pada fenomenanya kerap kali masih timbul kekecewaan dari pihak
korban tindak pidana khususnya menyangkut korban tindak pidana penganiayaan
terhadap anak yang dilakukan, dalam hal ini perlu dilakukan pembenahan konsep
perlindungannya. Pembenahan konsep perlindungan terhadap korban tindak
pidana penganiayaan terhadap anak ini pada dasarnya adalah untuk bisa
menentukan kebijakan yang tepat agar tercapai nilai keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum vyaitu tidak hanya bagi pelaku tindak pidana (offenders) akan
tetapi juga bagi korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam

pengaturannya.
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2.3. Hipotesa
Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang
dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus
ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang
perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam
pembahasan selanjutnya.
Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka
harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu
selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat
dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian.
Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang
sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan

penelitian - penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya.
Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.?

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini,
naaka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut:

1. Kedudukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
adalah sebagai pedoman dalam hal perlindungan hukum bagi anak bila terjadi
tindak pidana penganiayaan.

2. Upaya menanggulangi penganiayaan terhadap anak sebagai korban adalah
cara pencegahan primer, sekunder dan tertier. Bahwa target utama dari
pencegahan primer adalah masyarakat umum secara keseluruhan. Target dari
pencegahan sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk
melakukan pelanggaran. Sedangkan target utama dari pencegahan tertier

adalah orang-orang yang telah melanggar hukum.

2! Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, him. 13-14.
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